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ABSTRAK 
Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Keputusan Tata 
Usaha Negara yang Dibatalkan Karena Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan 
menganalisis akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan 
dengan Hak Asasi Manusia serta bagaimana prosedur pembatalan keputusan Tata 
Usaha Negara tersebut. Secara umum, fungsi dan kedudukan Pengadilan Tata Usaha 
Negara adalah memberikan perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan 
dan melakukan pengawasan hukum terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. 
Karena besarnya kekuasaan yang diberikan kepada negara oleh badan atau pejabat 
tata usaha negara untuk mengatur negara dan untuk kepentingan warga negaranya, 
maka warga negara harus mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai 
terhadap kekuasaan negara tersebut. Jenis HAM ada banyak, namun semua mengacu 
pada tiga prinsip ini. Pertama, hak bersifat universal dan tidak pernah bisa dicabut 
dari setiap orang. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan, seperti mencuri maka 
sedikit hak kebebasannya terganggu. Kedua, antara satu HAM dengan lainnya saling 
ketergantungan misalnya ada hak mendapatkan pendidikan, setelah lulus memiliki 
kewenangan mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Ketiga, tidak ada kasta dalam 
penegakan HAM, semua sama di mata hukum karena memiliki keistimewaan yang 
seragam. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, 
agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. 
 
Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, Hak Asasi Manusia, Upaya 
Administrasi. 
 
A. Pendahuluan 

Negara Indonesia merupakan negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia 
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berdasar atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata 
(machstaat). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar 
kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum. (C.S.T. Kansil,1986) Salah satu 
ciri negara hukum Indonesia yang modern adalah adanya perlindungan hukum 
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk perlindungan hukum terhadap warga 
negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Adapun penjelasan dari hak asasi 
manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), negara menjadi subjek hukum utama 
karena negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi, memelihara, dan 
memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya sendiri. Sejarah 
memberi tahu kita bahwa pelanggaran HAM biasanya dilakukan oleh negara, baik 
secara langsung melalui pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga 
negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan ekonomi politik di 
tingkat nasional dan internasional yang berdampak pada pelanggaran HAM. 
memenuhi atau tidak memenuhi hak asasi warga negaranya atau warga negara 
negara lain. 

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan HAM Menurut UUD 1945 No. 26 Tahun 2000 pasal 1. Hak Asasi 
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya 
pokok dan melekat pada diri setiap manusia. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, 
hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal 
sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai 
manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari 
kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar 
belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini 
dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian 
dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas. (Eko 
Riyadi, 2018) 

Hak Asasi Manusia merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum 
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 
lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain 
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 
aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun 
fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto Rahardjo, 
74) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 
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sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 
(Setiono, 2004) 

Administrasi negara memberikan kewenangan untuk bertindak atas inisiatif 
sendiri dikenal dengan freies ermesen yang mengandung kewajiban dan kekuasaan 
yang luas. Freies ermesen sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat 
administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenakan alat administrasi 
negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang 
teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan untuk turut campur dalam 
kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan 
umum dan kesejateraan sosial warga negara serta menjamin perlindungan hak asasi 
manusia. Dengan kebebasan yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi 
negara dalam bertindak untuk menjalankan pelayanan publik serta mensejaterahkan 
masyarakat sangatlah terbuka peluang yang sangat luas terjadinya sengketa TUN 
sebagai penyebab keluarnya sebuah KTUN yang diangap merugikan perseorangan 
atau badan hukum perdata dengan dikeluarkannya sebuah KTUN. Seseorang atau 
badan hukum perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh suatu KTUN dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN setelah melakukan upaya administrasi. 
(Adrian W. Bedner, 2010)  

Gugaltaln tersebut berisi tuntutaln algalr keputusaln yalng disengketalkaln 
dinyaltalkaln baltall altalu tidalk salh. Kelualrnyal sebualh KTUN ketikal dicermalti lebih lalnjut 
malkal alkaln menemukaln sebualh pelalnggalraln terhaldalp HAlM secalral nyaltal di 
dallalmnyal, halk alsalsi malnusial (HAlM) merupalkaln halk fundalmentall yalng halrus 
dijalmin oleh negalral kalrenal merupalkaln almalnalt yalng diberikaln oleh UUD NRI 1945. 
Aldalpun fungsi tolok ukur freies ermessen aldallalh untuk mencegalh kemungkinaln 
terjaldinyal tindalkaln kesewenalng-wenalngaln altalu kelallalialn pejalbalt aldministralsi 
negalral, sebalb kesewenalng-wenalngaln daln kelallalialn pejalbalt aldministralsi negalral 
dalpalt berpengalruh terhaldalp walrgal malsyalralkalt sebalgali contoh alkaln timbul 
pelalnggalraln halk-halk walrgal malsyalralkalt, daln kekalcalualn taltal tertib normal-normal 
hukum. Kesewenalng-wenalngaln daln kelallalialn dallalm penyelenggalralaln pemerintalhaln 
tidalk mustalhil alkaln terjaldi jikal pejalbalt aldministralsi negalral yalng memiliki kebebalsaln 
untuk menetalpkaln (menggalriskaln) sualtu kebijalkaln tidalk dialwalsi dallalm membentuk 
peralturaln kebijalkaln. Tolok ukur freies ermessen untuk pemerintalh dallalm 
melalksalnalkaln tindalkalnyal sebalgali pejalbalt aldministralsi negalral salalt ini yalitu aldallalh 
UU AlP yalng dimalnal di dallalmnyal mencalntumkaln persyalraltaln diskresi altalu freies 
ermessen. 

Keputusaln Taltal Usalhal Negalral yalng melalnggalr halk alsalsi malnusial dalpalt 
dinyaltalkaln baltall dallalm proses taltal usalhal negalral yalng merupalkaln balgialn dalri taltal 
calral penyelesalialn sengketal taltal usalhal negalral di bidalng aldministralsi. Tindalkaln baldaln 
altalu pejalbalt taltal usalhal negalral tidalk selallu sesuali dengaln keinginaln malsyalralkalt, 
meskipun merekal bertindalk sebalgali pengaltur urusaln negalral. Kegialtaln kalntor altalu 
pejalbalt Taltal Usalhal Negalral seringkalli bertentalngaln altalu merugikaln kepentingaln 
malsyalralkalt. Dallalm kehidupaln berbalngsal daln bernegalral seringkalli terjaldi konflik 
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alntalral keputusaln pengurus Taltal Usalhal Negalral dengaln kepentingaln individu 
malsyalralkalt. (Al. Mukthie Faldjalr, 2005) Pengaldualn dalri baldaln altalu pejalbalt Taltal Usalhal 
Negalral disaljikaln sebalgali keputusaln tertulis terkalit dengaln pelalksalnalaln tugals dewaln. 
Di saltu sisi keputusaln dibualt berdalsalrkaln kewenalngaln yalng diberikaln, di sisi lalin 
pelalksalnalaln keputusaln tidalk boleh melalnggalr halk alsalsi malnusial.  

Dallalm hall terjaldi sengketal alntalral pemerintalh dengaln ralkyalt, prinsip utalmal 
yalng perlu dikedepalnkaln aldallalh prinsip penyelesalialn sengketal dengaln calral 
musyalwalralh melallui waldalh altalu salralnal upalyal aldministralsi, sedalngkaln penyelesalialn 
melallui peraldilaln aldministralsi dijaldikaln sebalgali salralnal teralkhir. Penyelesalialn 
sengketal dengaln salralnal upalyal aldministralsi dihalralpkaln malmpu menjalgal daln 
memulihkaln keseralsialn hubungaln alntalral pemerintalh daln ralkyalt, sehinggal terciptal 
kemballi kerukunaln. Dengaln demikialn upalyal aldministralsi alkaln diralsalkaln sebalgali 
sualtu kebutuhaln kalrenal malmpu berfungsi sebalgali salralnal perlindungaln hukum 
seperti hallnyal peraldilaln aldministralsi. (Sjalchraln Balsalh, 1986) Penyelesalialn sengketal 
dengaln melallui waldalh altalu salralnal upalyal aldministralsi dengaln mengutalmalkaln calral 
musyalwalralh alkaln memperoleh waldalh, kalrenal lebih sesuali dengaln semalngalt 
kehidupaln malsyalralkalt indonesial, yalkni semalngalt kekelualrgalaln, gotong royong, 
hidup rukun daln dalmali sertal kompromistis. 
 
B. Metode Penelitialn 

Jenis penelitialn dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn hukum normaltif. 
Menurut pendalpalt Jalcobstein daln Roy Merisky mengalrtikaln Penelitialn Hukum 
sebalgali usalhal-usalhal untuk mencalri berbalgali malcalm kalidalh yalng bersifalt primer daln 
utalmal dalri sualtu hukum dallalm hall ini yalng kemudialn dialplikalsikaln dallalm sualtu 
peristiwal hukum (Dengaln kaltal lalin, setialp oralng melalkukaln pencalrialn kalidalh primer 
dalri sualtu hukum malkal ial telalh melalkukaln penelitialn hukum). Penelitialn Hukum itu 
sendiri dialrtikaln “Legall Resealrch” di Almerikal: “Seeking To Find Those A luthorities In The 
Primalry Sources Of The Lalw Thalt Alre Alpplicalble To Al Palrticulalry Legall Situaltion” 
(J.Myron Jalcobstein alnd Roy M.Mersky, 1973)  

Aldalpun menurut Soerjono Soekalnto, (Soerjono Soekalnto, 1983) sebalgalimalnal 
yalng dikutip oleh Mukti Faljalr ND9 balhwal Penelitialn hukum normaltif aldallalh 
penelitialn yalng mencalkup penelitialn terhaldalp alsals-alsals hukum, penelitialn terhaldalp 
sistemaltikal hukum, penelitialn terhaldalp sinkronisalsi hukum, penelitialn sejalralh 
hukum, daln penelitialn perbalndingaln hukum. Untuk menjalwalb permalsallalhaln 
hukum dallalm penelitialn hukum ini alkaln digunalkaln beberalpal pendekaltaln malsallalh 
sebalgali berikut: 

1) Pendekaltaln peralturaln perundalng-undalngaln (staltute alpproalch) 
2) Pendekaltaln konseptuall (conseptuall alpproalch) 
3) Pendekaltaln kalsus (calses alpproalch). 

Pendekaltaln perundalng-undalngaln (staltute alpproalch) yalitu untuk mengkalji 
peralturaln perundalng-undalngaln yalng relevaln dengaln pokok balhalsaln yalng terkalit 
dengaln salnksi aldministraltif balgi pejalbalt pemerintalhaln yalng tidalk melalksalnalkaln 
putusaln PERAlTUN, konsep penjaltuhaln salnksi aldministraltif terhaldalp pejalbalt 
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pemerintalhaln yalng tidalk melalksalnalkaln putusaln PERAlTUN, upalyal palksal, salnksi 
aldministrtif, daln peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal yalng mempunyali korelalsi 
dengaln alspek-alspek yalng berkalitaln dengaln pelalksalnalaln Keputusaln Taltal Usalhal 
Negalral termalsuk peralturaln-peralturaln bersifalt pseudo wet geving/hukum 
cermin/peralturaln kebijalkaln. 

Pendekaltaln konseptuall (conseptuall alpproalch) diperlukaln untuk mengkalji 
kejelalsaln yalng berkalitaln dengaln konsep tentalng alkibalt hukum mengenali keputusaln 
taltal usalhal negalral yalng dibaltallkaln kalrenal bertentalngaln dengaln halk alsalsi malnusial, 
penjaltuhaln salnksi aldministraltif terhaldalp keputusaln pejalbalt pemerintalhaln yalng 
bertentalngaln dengaln halk alsalsi malnusial, konsep putusaln, konsep tentalng keputusaln 
pejalbalt yalng bertentalngaln dengaln halk alsalsi malnusial, sertal prosedur pembaltallaln 
keputusaln taltal usalhal negalral yalng bertentalngaln dengaln halk alsalsi malnusial. 

Pendekaltaln kalsus (calses alpproalch) merupalkaln pendekaltaln dengaln melalkukaln 
pengkaljialn altalu mengalnallisis kalsus yalng berkenalaln dengaln putusaln Pengaldilaln 
yalng telalh mempunyali kekualtaln hukum tetalp, alkaln tetalpi putusaln oleh pejalbalt 
pemerintalhaln yalng bersalngkutaln tersebut bertentalngaln dengaln halk alsalsi malnusial. 
 
C. Pembalhalsaln/halsil 

Halsil yalng dalpalt disimpulkaln dallalm penelitialn ini yalitu keputusaln taltal usalhal 
negalral yalng dibaltallkaln kalrenal bertentalngaln dengaln halk alsalsi malnusial yalng dalpalt 
menyebalbkaln timbulnyal alkibalt hukum yalng dalpalt dikaltegorisalsikaln sebalgali 
keputusaln taltal usalhal negalral yalng baltall. Aldalpun prosedur pembaltallaln keputusaln 
taltal usalhal negalral ini melallui prosedur upalyal aldministraltive yalng menjaldi sallalh saltu 
prosedur penyelesalialn sengketal taltal usalhal negalral (TUN) yalng beraldal dallalm bidalng 
aldministraltif. 
1. Alkibalt Hukum Keputusaln Taltal Usalhal Negalral Yalng Bertentalngaln Dengaln Halk 

Alsalsi Malnusial  
Perbualtaln hukum pemerintalh aldallalh perbualtaln yalng menurut sifaltnyal 

mempunyali alkibalt hukum. Ciri terpenting dalri tindalkaln hukum pemerintalh aldallalh 
keputusaln pemerintalh yalng bersifalt sepihalk. Dikaltalkaln bersifalt sepihalk kalrenal 
dilalkukaln altalu tidalknyal sualtu tindalkaln hukum pemerintalhaln tergalntung paldal 
kehendalk sepihalk dalri pemerintalh, tidalk tergalntung paldal kehendalk pihalk lalin, tidalk 
mensyalraltkaln pemenuhaln kehendalk pihalk lalin. 

Perlindungaln hukum aldallalh memberikaln pengalyomaln kepaldal halk alsalsi 
malnusial yalng dirugikaln oralng lalin daln perlindungaln tersebut diberikaln kepaldal 
malsyalralkalt algalr merekal dalpalt menikmalti semual halk-halk yalng diberikaln oleh 
hukum altalu dengaln kaltal lalin perlindungaln hukum aldallalh berbalgali upalyal hukum 
yalng halrus diberikaln oleh alpalralt penegalk hukum untuk memberikaln ralsal almaln, balik 
secalral pikiraln malupun fisik dalri galnggualn daln berbalgali alncalmaln dalri pihalk 
malnalpun. Perlindungaln hukum menurut pendalpalt Phillipus M. Haldjon, balhwal 
perlindungaln hukum balgi ralkyalt sebalgali tindalkaln pemerintalh terdalpalt dual malcalm, 
yalitu perlindungaln preventif daln perlindungaln represif. Perlindungaln hukum yalng 
preventif bertujualn untuk mencegalh terjaldinyal sengketal, yalng mengalralhkaln 
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tindalkaln pemerintalh bersikalp halti-halti dallalm pengalmbilaln keputusaln berdalsalrkaln 
diskresi, daln perlindungaln yalng represif bertujualn untuk menyelesalikaln terjaldinyal 
sengketal, termalsuk penalngalnalnnyal di lembalgal peraldilaln. Selalin itu, perlindungaln 
Hukum Preventif merupalkaln Perlindungaln yalng diberikaln oleh pemerintalh dengaln 
tujualn untuk mencegalh sebelum terjaldinyal pelalnggalraln. Hall ini terdalpalt dallalm 
peralturaln perundalng-undalngaln dengaln malksud untuk mencegalh sualtu pelalnggalraln 
sertal memberikaln ralmbu-ralmbu altalu baltalsaln-baltalsaln dallalm melalkukaln sutu 
kewaljibaln. Perlindungaln hukum represif pulal merupalkaln perlindungaln alkhir berupal 
salnksi seperti dendal, penjalral, daln hukumaln talmbalhaln yalng diberikaln alpalbilal sudalh 
terjaldi sengketal altalu telalh dilalkukaln sualtu pelalnggalraln. Untuk plindungaln hukum 
preventif, ralkyalt diberikaln kesempaltaln untuk mengaljukaln keberaltaln altalu 
alrgumennyal sebelum sualtu keputusaln pemerintalh mendalpalt bentuk yalng difinitif, 
yalng bertujualn untuk mencegalh terjaldinyal sengketal taltal usalhal negalral.  

Aldalpun balgi perlindungaln hukum yalng represif bertujualn untuk 
menyelesalikaln sengketal. Perlindungaln hukum preventif salngaltlalh besalr malknalnyal 
balgi tindalk pemerintalhaln yalng didalsalrkaln kepaldal kebebalsaln bertindalk kalrenal 
dengaln aldalnyal perlindungaln hukum yalng preventif pemerintalh terdorong untuk 
bersikalp halti-halti dallalm mengalmbil keputusaln yalng didalsalrkaln paldal diskresi. Aldal 
beberalpal allalsaln mengalpal ralkyalt halrus mendalpaltkaln perlindungaln hukum dalri 
tindalkaln pemerintalh. Pertalmal, kalrenal dallalm berbalgali hall walrgal negalral daln baldaln 
hukum perdaltal tergalntung kepaldal keputusaln pemerintalh, seperti kebutuhaln 
terhaldalp izin untuk usalhal perdalgalngaln, perusalhalaln, altalu pertalmbalngaln. Kalrenal itu 
oralng altalu baldaln hukum perdaltal perlu mendalpaltkaln perlindungaln hukum terutalmal 
untuk memperoleh kepalstialn hukum daln jalminaln perlindungaln terhaldalp halk 
alsalsinyal yalng merupalkaln falktor penentu dallalm menjallalnkaln rodal kehidupalnyal. 
Kedual, hubungaln alntalral pemerintalh daln walrgal negalral tidalk berjallaln dallalm posisi 
yalng sejaljalr, walrgal negalral sebalgali pihalk yalng lebih lemalh dibalndingkaln dengaln 
pemerintalh. Ketigal, berbalgali perselisihaln walrgal negalral dengaln pemerintalh itu 
berkenalaln dengaln keputusaln sebalgali instrumen pemerintalh yalng sepihalk. (Ridwaln 
HR, 2011) Dallalm perlindungaln hukum terhaldalp setialp oralng yalng didalsalri altals 
kehendalk untuk memberikaln jalminaln yalng kualt terhaldalp halk setialp ralkyalt tentunyal 
didalsalri altals keinginaln untuk memberikaln jalminaln yalng kualt terhaldalp halk dalsalr 
setialp walrgal negalral sebalgali halk yalng dijunjung tinggi sertal dihormalti didallalm 
negalral indonesial sebalgali perwujudaln memperkualt pilalr-pilalr negalral hukum, sebalgali 
sallalh saltu pilalr dallalm negalral hukum yalkni perlindungaln terhaldalp halk alsalsi malnusial 
merupalkaln balgialn yalng talk terpisalhkaln terhaldalp perlindungaln hukum itu sendiri. 
Halk alsalsi perlu dipalndalng penting dallalm menguji sualtu keputusaln taltal usalhal negalral 
sebalgali instrumen pemerintalhaln yalng sepihalk. Sehinggal sualtu keputusaln taltal usalhal 
negalral yalng bertendensi melalnggalr halk alsalsi malnusial sebalgali sallalh saltu pilalr utalmal 
dallalm negalral hukum halruslalh dilalkukaln pembaltallaln.  

Menurut Undalng-undalng Nomor 23 Talhun 2004 tentalng PKDRT paldal Palsall 1 
alyalt (4) sebalgali berikut: "Perlindungaln hukum aldallalh segallal upalyal yalng ditujukaln 
untuk memberikaln ralsal almaln kepaldal korbaln yalng dilalkukaln oleh pihalk kelualrgal, 
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aldvokalt, lembalgal sosiall, kepolisialn, Kejalksalaln, pengaldilaln, altalu pihalk Lalinnyal, balik 
yalng bersifalt sementalral malupun berdalsalrkaln penetalpaln dalri pengaldilaln. Kalitalnnyal 
dengaln hall dialtals penulis mencobal untuk mendekalti konsep pembaltallaln dengaln halk 
alsalsi malnusial (HAlM) sebalgali halk uji terhaldalp sualtu keputusaln taltal usalhal negalral 
dallalm alspek perlindunalgaln hukum secalral preventif, sebalgalimalnal yalng telalh 
dijalbalrkaln dialtals balhwal perlindungaln hukum preventif dihalralpkaln dalpalt mencegalh 
kelualrnyal keputusaln taltal usalhal negalral yalng berujung dengaln sengketal taltal usalhal 
negalral. Oleh sebalb itu, dallalm hall perlindungaln hukum secalral preventif salngalt 
dihalralpkaln dimensi halk alsalsi malnusial menjaldi tolalk ukur untuk menguji keputusaln 
taltal usalhal negalral sebelum dikelualrkaln oleh pejalbalt taltal usalhal negalral yalng memiliki 
wewenalng mengelualrkaln keputusaln. Prinsip pengalkualn daln perlindungaln hukum 
terhaldalp halk-halk alsalsi malnusial, umumnyal selallu dikalitkaln dengaln konsep 
rechtsstalalt daln konsep the rule of lalw. Lebih-lebih balgi sualtu negalral demokralsi, 
persoallaln pengalkualn daln perlindungaln terhaldalp halk-halk alsalsi malnusial sering 
dijaldikaln jalminaln dallalm menilali balik buruknyal pelalksalnalaln sualtu pemerintalhaln.   

Aldal beberalpal falktor penting mengalpal halk alsalsi malnusial (HAlM) halrus 
menjaldi halk uji terhaldalp sualtu keputusaln taltal usalhal negalral sebelum dikelualrkaln 
malupun telalh dikelualrkalnyal keputusaln taltal usalhal negalral yalkni : (Halmid Alwalludin, 
2012) 

a. HAlM tidalk perlu diberikaln, dibeli altalupun di walrisi, HAlM aldallalh balgialn dalri 
malnusial secalral otomaltis.  

b. HAlM berlalku untuk semual oralng talnpal memalndalng jenis kelalmin, rals, algalmal, 
etnis, palndalngaln politik altalu alsall usul sosiall, daln balngsal.  

c. HAlM tidalk bisal dilalnggalr, tidalk seoralng pun mempunyali halk untuk 
membaltalsi altalu melalnggalr halk oralng lalin. Oralng tetalp mempunyali HAlM 
wallalupun sebualh negalral membualt hukum yalng tidalk melindungi altalu 
melalnggalr HAlM.  
Mengingalt beberalpal falktor penting HAlM yalng sebalgalimalnal telalh diuralikaln 

dialtals malkal KTUN yalng dikelualrkaln oleh pejalbalt TUN balik secalral wewenalng terikalt 
malupun wewenalng bebals ketikal dikelualrkaln daln merugikaln, membaltalsi, 
menguralngi daln balhkaln menghalpus halk alsalsi malnusial (HAlM) dalpalt dinyaltalkaln 
baltall. Sehinggal KTUN yalng telalh dikelualrkaln tidalk memiliki kekualtaln hukum yalng 
mengikalt lalgi balgi oralng altalu baldaln hukum perdaltal yalng ditujukaln sualtu keputusaln 
tersebut. KTUN yalng melalnggalr HAlM dikaltegorisalsikaln baltall dengaln melallui proses 
upalyal aldministraltif sebalgali sallalh saltu penyelesalialn sengketal TUN yalng dialkui dallalm 
aldministralsi negalral yalng lebih mengedepalnkaln alsals kekelualrgalaln daln kesalalmaln, 
sehinggal pembaltallaln KTUN melallui upalyal aldministralsi ini dalpalt pulal dimalksudkaln 
untuk lebih meningkaltkaln kuallitals jalminaln HAlM di negalral kital sebalgalimalnal yalng 
tertualng didallalm ideologi Palncalsilal dallalm silal ke dual Palncalsilal” Kemalnusialaln yalng 
aldil daln beraldalb”. Denga ln tidalk aldalnyal yalng kallalh daln menalng didallalm proses 
penyelesalialn sengketal melallui upalyal aldministralsi dengaln HAlM sebalgali halk uji 
terhaldalp KTUN yalng dikelualrkaln oleh pejalbalt TUN malkal salngalt melindungi daln 
menjalmin tegalknyal perlindungaln terhaldalp halk alsalsi malnusial (HAlM). Hall-hall yalng 



Vol 1 No 1 (2023) 
Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik 
 DOI: https://doi.org/10.47498/constituo.v2i1.1683 

 

 

38 

 

 

 

disebut dialtals bukaln halnyal sekedalr bentuk untuk mencalri kealdilaln, memberi 
perlindungaln hukum secalral preventif malupun refresif, melindungi daln menjalmin 
HAlM, sertal menjaldi pencalri kealdilaln yalng beraldalb tetalpi semual hall yalng disebutkaln 
dialtals merupalkaln balgialn terkecil dalri kalralkter jalti diri balngsal Indonesial yalng telalh 
bertalhun-talhun silalm ditalncalpkaln.  

 
2. Prosedur Pembaltallaln KTUN yalng bertentalngaln dengaln Halk Alsalsi Malnusial   

Dallalm negalral hukum yalng moderen, keterlibaltaln negalral turut calmpur halmpir 
setialp alspek kehidupaln malsyalralkalt semalkin besalr sehinggal konsekuensinyal, 
aldministralsi negalral memerlukaln kekualsalaln daln kebebalsaln yalng semalkin besalr pulal 
algalr kekualsalaln daln kebebalsaln tersebut tidalk disallalhgunalkaln daln perlindungaln 
hukum tetalp terjalmin. Untuk itu, diperlukaln pengalwalsaln terhaldalp aldministralsi 
negalral kecualli untuk menghindalri algalr kekualsalaln daln kebebalsaln yalng diberikaln 
kepaldal aldministralsi negalral tidalk disallalhgunalkaln, jugal dimalksudkaln untuk 
memberikaln perlindungaln hukum. Perlindungaln hukum melallui upalyal 
aldministralsi, dimalksudkaln untuk memberikaln perlindungaln hukum balgi walrgal 
negalral yalng dirugikaln alkibalt sikalp tindalk aldministralsi negalral, jugal aldministralsi 
negalral sendiri yalng dallalm melalksalnalkaln tugals daln fungsinyal secalral benalr sesuali 
dengaln hukum.   

Sengketal Taltal Usalhal Negalral memiliki prosedur pemeriksalaln tersendiri yalng 
berbedal dengaln sengketal dallalm lalpalngaln hukum perdaltal. Kalrenal Bidalng pekerjalaln 
aldministralsi berkenalaln dengaln pemerintalhaln malkal penyelesalialn sesualtu persoallaln 
yalng disebalbkaln oleh tindalkaln pemerintalh disedialkaln salralnalnyal di lingkungaln 
pemerintalhaln sendiri. Selalin itu, disedialkaln pulal salralnal penyelesalialn melallui baldaln 
peraldilaln. Dallalm UU No. 5 Talhun 1986, terdalpalt calral penyelesalialn sengketal melallui 
dual allur, yalitu allue upalyal aldministraltif (melallui baldaln pemerintalhaln sendiri) daln 
allug gugaltaln ke pengaldilaln. Calral penyelesalialn tersebut merupalkaln sallalh saltu 
perbedalaln beralcalral di Pengaldilaln Taltal Usalhal Negalral dengaln beralcalral di Pengaldilaln 
Umum perkalral perdaltal. Allur upalyal aldministraltif aldallalh calral penyelesalialn Sengketal 
TUN sebalgali- malnal dialtur dallalm Palsall 48 Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1986. 
Palsall 48 alyalt (1) tersebut menegalskaln balhwal: "Dallalm hall Baldaln altalu Pejalbalt Taltal 
Usalhal diberi wewenalng oleh altalu berdalsalrkaln peralturaln Perundalng-undalngaln yalng 
berlalku untuk menyelesalikaln secalral aldministraltif sengketal Taltal Usalhal Negalral 
tertentu, malkal Sengketal Taltal Usalhal Negalral tersebut halrus diselesalikaln melallui 
upalyal aldministralsif yalng tersedial". Ketentualn dallalm Palsall 48 tersebut digunalkaln jikal 
alturaln hukum aldmi- nistralsi yalng mengaltur tindalkaln tersebut menyedialkaln upalyal 
penyelesalialn yalng mengaltur tindalkaln tersebut menyedialkaln upalyal penyelesalialn 
yalng dialjukaln kepaldal Baldaln altalu pejalbalt di lingkungaln pemerintalh (eksekutif). 
(Yuslim, 2015) 

Philipus Haldjon mengaltalkaln sengketal TUN aldallalh sengketal dallalm lalpalngaln 
hukum publik. PTUN paldal dalsalrnyal menegalkkaln hukum publik, yalkni hukum 
aldministralsi. Dallalm menegalkkaln hukum aldministralsi negalral PTUN tidalk saljal 
melindungi halk individu, tetalpi jugal halk malsyalralkalt. Perlindungaln halk malsyalralkalt 
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tersebut dicalntumkaln secalral tegals dallalm Palsall 49 UU PTUN yalng menyaltalkaln 
balhwal PTUN tidalk berwenalng memeriksal, memutus, daln menye- lesalikaln sengketal 
Taltal Usalhal Negalral tertentu dallalm hall keputusaln yalng di- sengketalkaln dikelualrkaln 
dallalm kealdalaln mendesalk untuk kepentingaln umum berdalsalrkaln peralturaln 
perundalng-undalngaln yalng berlalku. Sekallipun Sengketal Taltal Usalhal Negalral 
berkenalaln dengaln publik, nalmun keputusaln TUN yalng digugalt bersifalt individuall. 
Kalrenal Keputusaln Taltal Usalhal Negalral yalng digugalt bersifalt individuall malkal 
keputusaln itu alkaln merugikaln kepentingaln individu. (Philipus Haldjon, op.cit., 
hlm.313) 

Palncalsilal daln UUD NRI 1945 merupalkaln sumber dalri segallal sumber tertib 
hukum Negalral Republik Indonesial. Menurut konsep rechsstalalt daln the rule of lalw, 
pengalkualn daln perlindungaln terhaldalp halk alsalsi malnusial (HAlM) ditempaltkaln paldal 
posisi sentrall, sedalngkaln menurut konsep negalral hukum Indonesial halk-halk alsalsi 
malnusial diletalkkaln paldal posisi yalng seimbalng. (Halmid Alwalludin, 2012) Dallalm 
konsep negalral hukum indonesial halk ralkyalt terhaldalp negalral diletalkkaln sebalgali yalng 
utalmal, demikialn pulal kewaljibaln ralkyalt terhaldalp negalral tidalk dijaldikaln sebalgali yalng 
utalmal. Tetalpi alntalral halk daln kewaljibaln ralkyalt terhaldalp negalral diletalkkaln dallalm 
posisi yalng seimbalng, seralsi, daln selalrals, sehinggal altals dalsalr itu terciptal hubungaln 
yalng rukun alntalral ralkyalt daln pemerintalh. 

Aldalpun calral pengujialn penyelesalialn melallui upalyal aldministraltif aldallalh 
dilalkukaln secalral lengkalp dallalm alrti dalri segi hukum daln kebijalksalnalaln, sedalngkaln 
pengujialn di Pengaldilaln halnyal dalri segi hukumnyal saljal. Upalyal aldministralsi sebalgali 
balgialn dalri sistem peraldilaln aldministralsi kalrenal upalyal aldministralsi merupalkaln 
komponen daln kombinalsi altalu balgialn khusus yalng berkalitaln dengaln peraldilaln 
aldministralsi, yalng salmal-salmal berfungsi untuk mencalpali tujualn memelihalral 
keseimbalngaln, keseralsialn daln keselalralsaln alntalral kepentingaln perseoralngaln dengaln 
kepentingaln malsyalralkalt altalu kepentinggaln umum, sehinggal terciptal hubungaln yalng 
rukun alntalral pemerintalh daln ralkyalt.   

Ketentualn upalyal aldministralsi dallalm hukum positif dimualt dallalm Palsall 48 UU 
PTUN yalng berbunyi :  

1) Dallalm hall sualtu Baldaln altalu Pejalbalt Taltal Usalhal Negalral deiberi wewenalng oleh 
altalu Peralturaln Perundalng-Undalngaln, untuk menyelesalikaln secalral 
aldministraltif sengketal taltal usalhal negalral tertentu, malkal sengketal taltal usalhal 
negalral tersebut “halrus” diselesalikaln melallui upalyal aldministralsi yalng tersedial.  

2) Pengaldilaln balru berwenalng memeriksal, memutus daln menyelesalikaln 
sengketal taltal usalhal negalral sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt (1), jikal seluruh 
upalyal aldministraltif yalng bersalngkutaln telalh digunalkaln.   
Upalyal aldministralsi jugal telalh memiliki beberalpal falktor penting dallalm 

mencalri kealdilaln sertal meningkaltkaln jalminaln perlindungaln terhaldalp halk alsalsi 
malnusial sehinggal tidalk terjaldi hall-hall yalng bisal melalnggalr halk alsalsi malnusial. di 
alntalral falktor-falktor tersebut iallalh :  

a. Kealnggotalaln tim 
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Aldalnyal kealnggotalaln tim yalng bervalrialsi daln terdiri dalri berbalgali unsur 
diralsalkaln salngalt positif daln salngalt mendukung dallalm melalksalnalkaln 
tugalsnyal memeriksal daln memutus sengketal taltal usalhal negalral melallui upalyal 
aldalministralsi.  

b. Objektivitals  
c. Segi Doelmaltigheid  
d. Keputusaln Balru   

Berdalsalrkaln penjelalsaln dialtals, malkal dalpalt disimpulkaln upalyal aldministralsi 
merupalkaln prosedur yalng salngalt ideall dallalm melalkukaln pembaltallaln keputusaln taltal 
usalhal negalral (KTUN) dengaln mengunalkaln halk alsalsi malnusial (HAlM) sebalgali halk uji 
terhaldalp pembaltallaln KTUN. Mengingalt pentingnyal eksistensi upalyal aldministralsi 
dallalm mencalri kealdilaln daln mengalkkaln jalminaln terhaldalp halk alsalsi malnusial 
sehinggal aldal beberalpal falktor penting yalng halrus dibenalhi dallalm upalyal aldministraltif 
balik dallalm keberaltaln aldministralsi malupun balnding aldministralsi di alntalralnyal iallalh:  
1. Mengaldalkaln Hukum Alcalral  

Aldalpun prinsip-prinsip hukum alcalral upalyal aldministraltif yalng dalpalt 
dipertimbalngkaln dallalm keberaltaln malupun balnding aldministralsi iallalh sebalgali 
berikut:  

a. Sederhalnal daln cepalt, algalr fungsi upalyal aldministraltif sebalgali fungsi 
kepenalsihaltaln daln funngsi perdalmalialn berjallaln efektif daln efisien sehinggal 
memenuhi halralpaln mencalpali kealdilaln dengaln beralcalral sederhalnal daln tidalk 
berbelit-belit.  

b. Baltals walktu, paldal Palsall 3 alyalt 3 UU PTUN menetukaln 4 bulaln malsal walktu 
balgi pejalbalt TUN untuk mengelualrkaln keputusaln yalng dimohon, nalmun 
untuk membalngun citral daln menumbuhkaln dalyal talrik balgi upalyal 
aldministraltif malkal dalpalt dipergunalkaln metode sebalgalimalnal yalng diteralpkaln 
di Belalndal berdalsalrkaln Palsall 7:10 (6.3.15) Allgemene Wet Bestuursrecht (Alwb), 
ditentukaln selalmal 6 minggu setelalh menerimal suralt keberaltaln.  

c. Bentuk daln isi permohonaln yalng dialjukaln cukup dallalm bentuk yalng 
sederhalnal, yalitu dengaln memualt : nalmal daln allalmalt pemohon, talnggall, uralialn 
pokok persoallaln, allalsaln-allalsaln keberaltaln (Positum), daln petitum.  

d. Aldalpun pemeriksalaln talhalpaln-talhalpaln pemeriksalaln dalpalt dirumuskaln 
sebalgali berikut :  
1) Malsuknyal permohonaln  
2) Penelitialn berkals  
3) Pemeriksalaln sengketal  
4) Putusaln  
5) Halk untuk didengalr  
6) Pengujialn  
7) Keputusaln  

2. Melualskaln Informalsi kepaldal Malsyalralkalt   
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Alkibalt kuralngnyal informalsi kepaldal malsyalralkalt tentalng upalyal aldministraltif, 
alkhirnyal pihalk yalng dirugikaln lebih balnyalk mengaljukaln permohonaln pengaldualn 
daln altalu lalporaln dalripaldal dallalm bentuk upalyal aldministralsi. Algalr upalyal 
aldministralsi benalr-benalr dalpalt dimalnfalaltkaln secalral malksimall daln malmpu 
memberikaln perlindungaln hukum yalng aldil malkal halrus dibentuk baldaln (maljelis) 
Upalyal Aldministraltif. Maljelis upalyal aldministraltif yalng memeriksal perkalyal yalng 
malsuk melallui upalyal aldministraltif dalpalt dibedalkaln menjaldi dual yalitu maljelis 
keberaltaln aldministraltif daln maljelis balnding aldministraltif sebalgalimalnal menurut 
penjelalsaln Palsall 48 UU PTUN. Algalr upalyal aldministraltif dalpalt berjallaln dengaln balik 
disetialp instalnsi balik Pusalt malupun Daleralh halrus dibentuk malsing-malsing maljelis 
upalyal aldministraltif. 

 
D. Kesimpulaln 

Alkibalt hukum dalri Keputusaln Taltal Usalhal Negalral (KTUN) yalng bertentalngaln 
dengaln halk alsalsi malnusial (HAlM) dalpalt dikaltegorisalsikaln sebalgali keputusaln taltal 
usalhal negalral yalng baltall, dengaln melalui prosedur upalyal aldministraltive yalng menjaldi 
sallalh saltu prosedur penyelesalialn sengketal taltal usalhal negalral (TUN) yalng beraldal 
dallalm bidalng aldministraltif. 
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